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 ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu pengaruh surat himbauan, SP2DK, 

pemeriksaan, dan penagihan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Tasikmalaya 

di tahun 2016-2020. Metode penelitian ini menggunakan data sekunder. Data yang 

diperoleh merupakan data bulanan dan tahunan. Pengolahan data pada penelitian ini 

menggunakan EVIEWS versi 10. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa surat 

himbauan berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak, SP2DK 

berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak, pemeriksaan berpengaruh 

positif signifikan terhadap penerimaan pajak, dan penagihan berpengaruh positif 

signifikan terhadap penerimaan pajak. 

Kata kunci : surat himbauan, SP2DK, pemeriksaan, penagihan, penagihan, 

penerimaan pajak. 

ABSTRACT 

This study was conducted to find out the effect of appeal letters, SP2DK, examination, 

and collection on tax revenues at KPP Pratama Tasikmalaya in 2016-2020. This 

research method uses secondary data. The data obtained are monthly and annual data. 

Data processing in this study uses EVIEWS version 10. The results of this study indicate 

that the appeal letter has a significant positive effect on tax revenue, SP2DK has a 

significant positive effect on tax revenue, the examination has a significant positive 

effect on tax revenue, and billing has a significant positive effect on tax revenue. 

Keywords : appeal letter, SP2DK, inspection, billing, billing, tax receipt.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pajak merupakan sumber pendapatan utama Indonesia dalam merumuskan 

pembiayaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara 

(RAPBN). Agar dapat terpenuhi dalam melakukan pembiayaan Negara, maka tidak 

heran pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak yang 

diterima dari tahun ke tahun. Maka dari itu, pajak merupakan sumber penerimaan 

yang sangat penting pada struktur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). 

Dalam melaksanakan pembangunan pasti ada masalah tentang pembiayaan, di 

mana pembiayaan ini direalisasikan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja 

Negara (Oktaviani et al., 2017). 

 Penerimaan pajak yang dimiliki Indonesia bersumber dari dalam negeri dan 

luar negeri. Namun pada penerimaan pajak luar negeri mengalami penurunan pada 

akhir-akhir ini, sehingga pada akhirnya pemerintah hanya memprioritaskan pada 

penerimaan pajak dalam negeri. Pada tahun 2021, tarif pajak (tax ratio) yang 

dimiliki Indonesia hanyalah sebesar 9,11%, ini bukanlah hal yang baik untuk suatu 

negara. Tingginya penerimaan pajak dalam negara seharusnya berbanding dengan 

tingginya tarif pajak.  

 Pada saat ini Indonesia menempati posisi keempat dengan penduduk terbesar 

di dunia, tetapi hal ini tidak mampu mendongkrak penerimaan pendapatan pajak 

Indonesia secara maksimal. Setiap tahunnya penerimaan pada sektor pajak di 



2 
 

Indonesia sangatlah berfluktuasi, bahkan menurut riset yang telah dilakukan oleh 

pakar-pakar ekonomi, persentase pada penerimaan pada sektor pajak lebih besar 

daripada penerimaan dari sektor bukan pajak. Dalam hal ini maka penerimaan 

pajak haruslah dikelola sebaik mungkin agar penerimaannya dapat mendekati 

ataupun melebihi target yang telah ditentukan dari tahun ke tahun. Maka dari itu 

peran wajib pajak sangatlah penting supaya target yang sebelumnya telah 

ditentukan dapat mencapai target penerimaan pajak tersebut. 

 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan berbagai cara untuk 

meningkatkan jumlah penerimaan pajak negara, dan salah satu kebijakan tersebut 

adalah penggalian potensi. Umumnya penggalian potensi dapat dilakukan dengan 

dua kegiatan, yaitu dengan kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi. Penanggung 

Jawab kebijakan ini diberikan dari Direktorat Jenderal Pajak Pusat kepada seluruh 

kantor wilayah, sehingga Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berada di zona 

wilayahnya akan langsung kepada kantor wilayah. 

 Pada kenyataannya bukan hanya kinerja fiskus saja yang sebagai tumpuan 

dalam meningkatkan penerimaan pajak, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak pun 

sangat diperlukan agar target-target yang telah ditentukan tercapai. Sesuai dengan 

berubahnya sistem pemungutan pajak yang terjadi di Indonesia, yaitu yang awalnya 

Official assessment system menjadi Self-assessment system. Dengan adanya 

perubahan ini, maka wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung, 

menyetor, dan melaporkannya sendiri besaran pajak terutangnya, dan fikus 

diberikan tanggung jawab untuk menegakkan hukum untuk melakukan 
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pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan agar mendapatkan penerimaan yang 

optimal. 

 Ekstensifikasi merupakan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan 

memperluas dari segi subjektif yaitu menambah jumlah wajib pajak terdaftar, salah 

satu caranya yaitu dengan menerbitkan Surat Penjelasan atas Data dan/atau 

Keterangan (SP2DK). Sedangkan intensifikasi merupakan upaya untuk 

mengoptimalkan data dan informasi para wajib pajak yang terdaftar, cara ini 

ditempuh dengan melakukan pengawasan administrasi perpajakan, pemeriksaan, 

penyidikan, penagihan, dan penegakan hukum. 

 Namun, yang terjadi di lapangan masih banyak wajib pajak yang dengan 

sengaja berupaya untuk melakukan penghindaran pajak (tax avoidance), hal ini pun 

sudah terjadi sejak dulu hingga saat ini maka dari itulah mengapa penerimaan pajak 

di Indonesia selalu berfluktuasi setiap tahunnya. Masyarakat masih menganggap 

penerimaan pajak hanyalah sebatas pungutan wajib biasa. Kondisi serupa-pun 

terjadi di Tasikmalaya, di mana banyak wajib pajak yang sengaja untuk tidak 

melaporkan keseluruhan penghasilan dan asetnya. 

 Pada saat wajib pajak akan melaporkan SPT Tahunannya, KPP sudah memiliki 

data dan informasi wajib pajak bersangkutan yang telah dikumpulkan oleh Account 

Representative (AR). Tentu saja hal tersebut akan ditinjau ulang akan kelengkapan 

data yang diterima apakah sudah sesuai standar ketentuan yang berlaku dan 

keadaan sebenarnya. Hal tersebut dilakukan guna menganalisis potensi pajak yang 

dimiliki wajib pajak bersangkutan dan kemudian akan dibuatkan klarifikasi atau 

himbauan kepada wajib pajak. Hal ini diatur dalam Surat Edaran DJP nomor (SE-
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PJ/2015) tentang pengawasan wajib pajak dalam bentuk Permintaan Penjelasan 

Atas Data dan/atau Kunjungan (Visit) kepada wajib pajak. Maka dari itu KPP perlu 

untuk membuat surat himbauan untuk wajib pajak untuk memberikan 

pemberitahuan secara resmi mengenai kewajiban dalam melunasi pajak 

terutangnya atau untuk sekedar melakukan klarifikasi kepada wajib pajak mengenai 

kegiatan usahanya sebagaimana yang telah diatur pada (SE-PJ/2015). 

 Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Tasikmalaya dalam 

meningkatkan penerimaan pajak, yaitu dengan cara menerbitkan surat himbauan, 

kegiatan ini hanya diberikan kepada wajib pajak terdaftar yang belum melaporkan 

Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan atas Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) 

yang sudah disetorkan kepada negara. Kemudian upaya selanjutnya yaitu dengan 

menerbitkan SP2DK kepada wajib pajak terdaftar yang dirasa berpotensi memiliki 

penunggakan pajak tetapi belum melaporkannya. selanjutnya adalah upaya jika 

wajib pajak terindikasi melakukan kecurangan yaitu dengan melakukan 

pemeriksaan kepada wajib pajak, hal ini akan diberikan kepada wajib pajak yang 

terindikasi melakukan kecurangan pada pembayaran pajak, dan selama waktu 

pemeriksaan terbukti melakukan pelanggaran secara formal, maka akan diberikan 

sanksi administrasi perpajakan berupa denda ataupun bunga tambahan, yang akan 

diberikan oleh pihak fiskus. 

 Upaya terakhir adalah penagihan pajak, hal ini akan diberikan kepada wajib 

pajak terdaftar jika tidak melunasi hutang perpajakkannya sehingga perlu untuk 

dilakukan tindakan penagihan yang memiliki kekuatan hukum yang bersifat 

memaksa (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000).  
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 Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun (2000) berisikan serangkaian 

tindakan kepada penanggung pajak untuk melunasi pajak terutangnya dan biaya 

penagihan pajak dengan memberikan teguran atau peringatan, melaksanakan 

penagihan dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, 

melaksanakan penyitaan, menjual barang yang telah disita. Maka dari itu dengan 

diciptakan Undang-Undang ini, diharapkan dalam melakukan serangkaian 

penagihan pajak, telah sesuai dengan kebijakan yang berlaku, dengan adanya 

landasan hukum ini, maka fiskus diperbolehkan untuk melakukan penagihan 

kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak, sehingga diharapkan wajib 

pajak memiliki rasa tanggung jawab dalam melunasi tunggakan tersebut dan dapat 

meningkatkan penerimaan pajak. 

 Jenis penelitian ini akan dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan data sekunder dalam mengolah analisis, di mana jenis penelitian ini 

masih jarang dilakukan di Tasikmalaya. Hasil dari penelitian ini akan diberikan  

 Berdasarkan uraian di atas, banyak faktor yang memengaruhi dalam 

meningkatkan penerimaan pajak termasuk surat himbauan, SP2DK, pemeriksaan 

pajak, dan penagihan pajak. Apalagi masih jarang ditemukannya penelitian yang 

menggunakan banyak variabel dalam melakukan penelitiannya dan juga yang 

berfokus pada penerimaan pajak di Tasikmalaya. Hal inilah yang menjadi acuan 

bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini, dengan judul penelitian 

“PENGARUH SURAT HIMBAUAN PAJAK, SURAT PERMINTAAN 

PENJELASAN ATAS DATA DAN/ATAU KETERANGAN (SP2DK), 
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PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP 

PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA TASIKMALAYA 2016-2020”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang, maka dapat kita simpulkan pada rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah Surat Himbauan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan 

pajak di KPP Tasikmalaya? 

2. Apakah SP2DK berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak di 

KPP Tasikmalaya? 

3. Apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP 

Tasikmalaya? 

4. Apakah Penagihan Pajak dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak di 

KPP Tasikmalaya? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis pengaruh Surat Himbauan terhadap penerimaan Pajak di KPP 

Tasikmalaya. 

2. Menganalisis pengaruh SP2DK terhadap penerimaan Pajak di KPP 

Tasikmalaya 

3. Menganalisis pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak di 

KPP Tasikmalaya 

4. Menganalisis pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak di KPP 

Tasikmalaya. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Peneliti 

Selain sebagai persyaratan kelulusan dan bagian dari Tugas Akhir, 

penelitian ini dilakukan untuk memperdalam ilmu mengenai perpajakan 

terutama pada surat himbauan, SP2DK, pemeriksaan, dan penagihan pajak 

dalam mempengaruhi penerimaan pajak. 

2. Bagi Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan dan 

dapat dijadikan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang memiliki 

topik yang saling berkaitan terutama yang menggunakan data sekunder 

sebagai data utama dalam melakukan penelitian. 

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tasikmalaya 

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan dalam pengambilan 

keputusan khususnya dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak di 

daerah Kota Tasikmalaya, dan juga dapat sebagai tolak ukur kinerja KPP 

Tasikmalaya selama periode 2016-2020. 

1.5 Lokasi dan Waktu Peneltian 

 Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) Pratama Tasikmalaya yang beralamatkan Jl. Sutisna Senjaya No, 154, 

Cikalang, Kecamatan Tawang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat (46114). 

Penelitian ini dimulai pada bulan April. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

 Pada bab ini, akan menjelaskan landasan teori, dan hasil penelitian-penelitian 

sebelumnya, dan yang digunakan dalam menganalisis faktor-faktor yang memiliki 

pengaruh terhadap penerimaan pajak. 

2.1.1 Surat Himbauan 

2.1.1.1 Pengertian Surat Himbauan 

Sesuai dengan peraturan yang telah tercantum pada Peraturan 

Direktorat Pajak Nomor 170 Tahun (2007) Pasal 1 mengenai Tata Cara 

Pelaksaan Konseling Terhadap Wajib Pajak Sebagai Tindak Lanjut Surat 

Himbauan menyebutkan bahwa surat himbauan merupakan surat yang 

diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berdasarkan hasil penelitian 

internal untuk meminta klasifikasi kepada wajib pajak terhadap adanya dugaan 

sebelum dipenuhinnya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Menurut Yuliana (2018) : 

“Jika wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak diberikan 

surat himbauan dengan baik dan jelas oleh petugas, maka wajib pajak 

akan mendapatkan pengetahuan, sehingga wajib pajak memiliki 

kesadaran untuk melakukan pembayaran pajak.” 

 

2.1.1.2 Proses Diterbitkannya Surat Himbauan Pajak 
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Menurut surat edaran Direktur Jenderal Pajak nomor (SE-28/PJ/2012) 

tentang Target Rasio Pembetulan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Berbasis 

Profil Wajib Pajak Tahun 2012, dalam menerbitkan surat himbauan perlu 

dilakukan dengan berikut merupakan serangkaian proses yang dilakukan 

Kantor Pelayanan Pajak : 

1. Melakukan pencatatan pada Surat Pemberitahuan Tahunan untuk setiap 

wajib pajak yang telah dibuat. 

2. Memperbaharui data-data terbaru yang diberikan setiap wajib pajak 

sebagai data tambahan. 

3. Meninjau kembali data permanen yang telah diperoleh pada Surat 

Pemberitahuan Tahunan wajib pajak dengan data dan informasi terkait, 

dari berbagai pihak yang bersangkutan. 

4. Menganalisis hasil dari pengujian data permanen, data kumulatif dan 

data-data lainnya pada Surat Pemberitahuan Tahunan wajib pajak untuk 

menentukan wajib pajak yang harus diberikan surat himbauan, dan 

menghitung seberapa besar potensi pajaknya. 

5. Menganalisis kembali data-data yang diperoleh untuk meyakinkan 

kembali bahwa wajib pajak bersangkutan perlu diberikan surat 

himbauan. 

6. Menentukan wajib pajak yang akan diberikan himbauan. 

7. Menentukan jumlah surat himbauan yang akan diberikan kepada wajib 

pajak dengan jumlah target yang telah ditetapkan. 
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8. Memberikan surat konfirmasi data dan himbauan untuk membetulkan 

Surat Pemberitahuan Tahunan wajib pajak bersangkutan 

9. Memantau respon wajib pajak bersangkutan dan tindak lanjut yang akan 

diberikan setelah surat himbauan telah diberikan. 

10. Membuat administrasi pengawasan atas surat himbauan yang telah 

diberikan dan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan yang 

disampaikan wajib pajak. 

Dalam upaya melihat perkembangan diatas, maka Kanwil DJP akan 

melakukan sebagai berikut: 

1. Memantau setiap pembuatan profil WP yang wajib dibuat oleh 

setiap KPP. 

2. Memberikan bimbingan kepada seluruh KPP dalam menganalisis 

profil WP, guna mendapatkan data yang berkualitas untuk 

menerbitkan Surat Himbauan. 

3. Memantau proses pelaksaan penerbitan dan pengiriman Surat 

Himbauan. 

4. Mengawasi pencapaian target yang pada penerbitan dan pengiriman 

Surat Himbauan dan pembetulan SPT yang dilakukan oleh WP. 

2.1.2 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) 

2.1.2.1 Pengertian SP2DK 

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor (SE-39/PJ/2015), 

Surat Permintaan Penjelasan atas Data atau Keterangan (SP2DK) merupakan 

surat yang diterbitkan oleh seorang Kepala Kantor Pelayanan Pajak dalam 
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meminta penjelasan mengenai data dan keterangan kepada wajib pajak terduga 

dikarenakan belum terpenuhinya kewajiban perpajakkannya yang sesuai dalam 

peraturan yang berlaku. 

Data dan Keterangan merupakan informasi yang didapatkan dan 

dimiliki dari sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Wajib Pajak 

(WP), Surat Pemberitahuan (SPT), hasil kunjungan (Visit), alat keterangan, 

Data dan keterangan dari pihak Instansi Lembaga Asosiasi atau Pihak Lain 

(ILAP), hasil analisis atas Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan (IDLP), 

ataupun dari data informasi lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk meminta 

penjelasan dari keterangan yang telah dilakukan dengan melakukan kunjungan 

(Visit) kepada wajib pajak, dan pihak yang melaksanakannya dilaksanakan oleh 

Account Representative (AR) 

Menurut Muzaki et al.(2020) : 

“Dengan dikeluarkannya surat edaran tersebut maka hal ini 

dapat digunakan yang memiliki tujuan dalam meningkatkan kepatuhan 

para wajib pajak dalam memberikan kejelasan mengenai data-data dan 

hal ini juga dapat digunakan sebagai pedoman untuk Account 

Representative dan Pelaksana Seksi Ekstensifikasi untuk mendapatkan 

permintaan penjelasan data maupun keterangan kepada wajib pajak dan 

kunjungan (Visit) kepada wajib pajak”. 

 

KPP sering melakukan klarifikasi data agar dapat membuktikan data 

yang dimiliki dapat mengetahui WP mana yang belum melaporkan SPT Masa 

ataupun SPT Tahunannya. Dalam melakukan klarifikasi data, dilakukan oleh 

Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) melalui Account Representative, 

hal ini dilakukan dengan mengirimkan surat himbauan, kemudian dengan 
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melakukan konseling, dan nantinya kasus dapat dinyatakan selesai dengan 

melakukan pembetulan pada SPT wajib pajak, dan jika dalam kegiatan ini 

belum selesai, maka akan dilakukan usulan SKPBK verifikasi, usulan 

pemeriksaan atau usulan pemeriksaan bukti permulaan. Dengan diterbitkannya 

SE-39/PJ/2015 dan penghapusan PER-170/PJ/2007, surat yang diberikan 

kepada wajib pajak yaitu Surat Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan 

(SP2DK). 

Menurut Muzaki et al.(2020) : 

“Dalam pelaksanaannya, SE-39/PJ/2015 dapat digunakan 

sebagai pedoman untuk petugas pajak yaitu Account Representative dan 

Pelaksana Seksi Eksentifikasi dalam menjalankan tugasanya untuk 

meminta data dan keterangan, sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan 

dengan optimal dan dilakukan secara seragam oleh semua fiscus”. 

 

2.1.2.2 Proses Pengawasan SP2DK 

Seperti pada peraturan menteri keuangan, 206/PMK.01/2014 mengenai 

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, 

memberikan tugas kepada Seksi Waskon II, II, dan IV untuk mengawasi wajib 

pajak lama, sedangkan untuk wajib pajak baru akan diawasi oleh Seksi 

Ekstensifikasi dan untuk yang melakukan penyuluhan pengawasan akan 

dilakukan oleh KPP melalui Seksi Waskon dan Seksi Ekstensifikasi yang sesuai 

pada (SE-39/PJ/2015) didapatkan dari sumber : 

1. Data Internal dan Eksternal 
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Data internal dan eksternal menjadi alat bagi KPP dalam melakukan 

pengawasan kepada wajib pajak, dan setiap data yang didapatkan akan 

dimasukkan ke dalam profil wajib pajak, termasuk data-data terbaru. 

2. Analisa Data 

Account Representative dalam bertugas melakukan pengawasan untuk 

mencari tahu informasi wajib pajak secara mendalam, yaitu dengan 

melakukan analisa data dalam mencari perbedaan berdasarkan data 

internal yang dimiliki wajib pajak maupun dari data eksternal yang ada. 

Kedua data ini akan dibandingkan untuk mencari tahun apakah data 

yang dilaporkan telah sesuai dengan kegiatan usaha wajib pajak yang 

sebenarnya. 

Apabila dari hasil analisis tersebut terdapat dugaan dari kewajiban wajib 

pajak yang belum dilakukan, maka akan dibuatkannya SP2DK kepada wajib 

pajak untuk meminta klarifikasi. Hal ini dapat disampaikan kepada wajib pajak 

dengan cara : 

1. Melalui Pos/Jas Kurir 

SP2DK akan dikirim oleh KPP setempat melalui pos/kurir, dan apabila 

pada proses pengiriman terdapat kendala antara jarak dan waktu, maka 

tanggal berlaku adalah tanggal yang terlebih dahulu antara tanggal pada 

stempel orang ketiga dan tanggal yang tertera pada bukti pengiriman. 

2. Kunjungan (Visit) 
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Untuk SP2Dk yang diberikan secara langsung dengan melakukan 

kunjungan (visit) maka fiscus akan datang ke lokasi kegiatan usaha 

wajib pajak. 

2.1.2.3 Tanggapan Wajib Pajak 

SP2DK yang dilakukan secara langsung dengan kunjungan ataupun melalui 

pihak ketiga memiliki batas waktu selama 14 hari sejak tanggal berlaku di atas. 

Wajib pajak diharuskan agar merespon dari isi surat tersebut baik secara 

langsung maupun tertulis. 

1. Tanggapan Secara Langsung 

Dengan Pajak pergi ke KPP yang sesuai dengan SP2DK dikirimkan, 

kemudian akan dilanjutkan apakah akan ke Seksi dari Waskon II, III, 

dan IV ataupun Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, dengan cara : 

a. Wajib pajak diharuskan membawa dan memberikan bukti 

dokumen pendukung lainnya, untuk mengakui kebenaran data 

ataupun menyanggahnya. 

b. Setelah tanggapan tersebut diterima, maka akan dibuatlah berita 

acara Pelaksanaan atas Data dan/atau Keterangan kepada wajib 

pajak. Kemudian dilakukan analisa lebih dalam mengenai bukti 

dokumen pendukung yang diberikan wajib pajak. 

c. Jika pada saat berita acara telah jadi dan wajib pajak menolak 

untuk menandatangi berita acara tersebut maka hal ini akan 

dituangkan dalam berita acara penolakan Permintaan Penjelasan 

atas Data dan/atau Keterangan kepada wajib pajak. 
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d. Account Representative atau Seksi Eksentrifikasi dan 

Penyuluhan akan dibuatkan Laporan Hasil Permintaan 

Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) dengan 

keterangan tindak lanjut untuk memberikan usulan atau 

tindakan verifikasi, pemeriksaan, dan usulan pemeriksaan bukti 

permulaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. 

2. Tanggapan Tertulis 

Tanggapan ini dapat berupa : 

a. Wajib pajak akan menyampaikan SPT pembetulan dalam 

memberikan laporan terkait data yang sesuai dengan permintaan 

pada SP2DK. 

b. Wajib pajak akan memberikan penjelasan tertulis untuk 

mengakui ataupun menyanggah terhadap data dan keterangan 

yang disertai dengan adanya bukti dan dokumen pendukung 

lainnya. Kemudian akan dilakukan penelitian dan analisa untuk 

membuktikan dokumen dan bukti pendukung lainnya yang telah 

diberikan. 

3. Tidak Memberikan Tanggapan 

Jika selama batas waktu yang telah diberikan selama 14 hari tidak 

ditanggapi oleh wajib pajak, maka KPP akan akan melakukan: 
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a. Akan diberikan keringanan berupa penambahan waktu untuk 

permintaan penjelasan atas data dan keterangan, berdasarkan 

berbagai pertimbangan, yaitu : 

i. Pertimbangan efisiensi dan efektivitas, yaitu kendala 

selama pelaksanaan yang berkaitan dengan jarak waktu, 

biaya dan lainnya. 

ii. Pertimbangan keadaan kahar (force majeure), yaitu 

kendala yang menyebabkan wajib pajak tidak dapat 

memberikan tanggapan dalam jangka waktu yang telah 

ditentukan. 

b. Melaksanakan kunjungan (visit) kepada wajib pajak. 

c. Mengusulkan wajib pajak untuk melakukan verifikasi, 

pemeriksaan atau pemeriksaan permulaan yang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

d. Setelah berakhirnya batas waktu yang telah ditentukan wajib 

pajak tidak juga memberikan tanggapannya, maka Account 

Representative atau Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan akan 

membuat berita acara tidak terpenuhinya permintaan Penjelasan 

atas Data dan/atau Keterangan. 

2.1.2.4 Tindak Lanjut Tanggapan Wajib Pajak 

Tanggapan wajib pajak yang didapatkan secara langsung maupun tertulis 

akan dilakukan penelitian dan analisa lebih lanjut untuk menguji kebenaran 
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penelitian dan analisa yang dilakukan dengan membandingkan kriteria-kriteria 

sebagai berikut: 

1. Data dan keterangan yang dimiliki DJP. 

2. Data dan keterangan dari tanggapan yang diberikan wajib pajak dengan 

bukti dan dokumen pendukung lainnya. 

3. Pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan wajib pajak. 

Jika selama penelitian dan analisis pada data dan keterangan yang dimiliki 

KPP belum cukup untuk dapat menyimpulkan kebenaran data, maka KPP tidak 

bisa memberikan kesimpulan terkait kevalidan data, keterangan data dan tidak 

dapat memberikan rekomendasi yang akan dilakukan. Maka Kepala KPP 

memiliki wewenang untuk mengklarifikasikan kembali terkait penjelasan data 

dan keterangan data kepada wajib pajak selama 14 hari setelah masa waktu 

permintaan data pertama berakhir. 

Hasil dari penelitian dan analisa yang lebih lanjut dalam tanggapan wajib 

pajak, menghasilkan rekomendasi yang dimasukkan ke dalam LHP2DK 

sebagai berikut: 

1. Usulan Kasus Selesai 

a. Jika pada dokumen pendukung yang telah diberikan pada waktu 

memberikan tanggapan telah sama dengan data yang telah 

terklarifikasikan pada saat pemberian SP2DK, maka kasus ini 

akan dianggap telah berakhir dan dimasukkan ke dalam 

LHP2DK. 
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b. Jika terdapat kewajiban untuk memberikan atau membetulkan 

SPT Tahunannya 

2. Usulan kasus akan dibuktikan dengan melakukan verifikasi, 

pemeriksaan, dan pemeriksaan bukti permulaan. Usulan tersebut 

dilakukan jika: 

a. Tidak ada respon atau tanggapan dari wajib pajak. 

b. Menolak untuk menandatangi berita acara mengenai 

Pelaksanaan Permintaan Penjelasan. 

c. Merespon respon baik secara langsung ataupun tertulis oleh 

wajib pajak, mengenai penjelasan atas data terkait dengan 

keterangan yang benar dari hasil penelitian dan analisis, tetapi 

wajib pajak tidak menyampaikan SPT atau SPT Pembetulan. 

d. Merespon tanggapan baik secara langsung ataupun tertulis oleh 

wajib pajak, mengenai penjelasan atas data dan keterangan yang 

tidak sesuai dari hasil penelitian dan analisis, dan wajib pajak 

tidak menyampaikan SPT atau SPT Pembetulan. 

e. Pertimbangan lainnya yang diberikan atas kewenangan DJP.  

3. Verikasi usulan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan 

merupakan hal terakhir yang dilakukan KPP untuk menganalisis data, 

karena hasil dari data tersebut akan dijadikan sebagai bukti dalam 

melakukan pemeriksaan. Hasil akhir dari verifikasi dan bukti berupa 

ketetapan pajak, sedangkan hasil dari pemeriksaan bukti permulaan 

berupa penahanan wajib pajak. 
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a. Verifikasi 

Pada penerbitan Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB) atau 

Tambahan (SKPKBT) telah sesuai dengan PMK-

146/PMK.03/2012 maka dalam menerbitkan surat ketetapan 

kepada wajib pajak, KPP harus mempunyai data pendukung 

yang nyata. 

b. Usulan Pemeriksaan dan Pemeriksaan Bukti Permulaan 

Pada saat memberikan usulan pemeriksaan, hasil data yang 

dianalisa oleh wajib pajak haruslah data yang potensial, yaitu 

data yang belum terpenuhi kewajiban perpajakannya, sedangkan 

untuk usulan pemeriksaan bukti permulaan terjadi jika selama 

proses analisa yang dilakukan, fiscus menemukan indikasi 

tindak pidana selama proses pemenuhan kewajiban 

perpajakannya. 

2.1.3 Pemeriksaan Pajak 

2.1.3.1 Pengertian Pemeriksaan 

Menurut Rahayu (2016) : 

“Pemeriksaan pajak adahal kegiatan untuk mengawasi 

pelaksanaan self-assessment systems yang dilakukan oleh wajib pajak, 

dan sesuai dengan perundangan perpajakan”. 

 

Menurut Ogujor & Otasowie (2010) : 

“Audit perpajakan sama seperti audit keuangan yang fokus 

untuk mengumpulkan informasi dan pemprosesannya untuk 

menentutkan tingkat kepatuhan suatu organisasi terhadap undang-

undang perpajakan suatu wilayah. Agar dapat mendapatkan hasil opini 
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yang baik, maka auditor juga perlu untuk mengatur pekerjaannya agar 

tugasnya dapat terselesaikan dengan efektif dan efisien.” 

 

Menurut Undang-Undang Perpajakan nomor 16 (2009) Pasal 1 Ayat : 

” Pemeriksaan pajak merupakan suatu serangkaian proses dalam 

menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan bukti dengan 

pelaksanaannya secara objektif dan profesional sebagai standar dalam 

menguji kepatuhan pemenuhan perpajakan”. 

 

Berdasarkan dari ketiga kutipan di atas, maka dapat disimpulkan kalau 

pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan dalam mengumpulkan data, 

keterangan, dan bukti-bukti yang sesuai dengan standar pemeriksaan untuk 

menguji kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kegiatan perpajakkannya 

yaitu pelaksanaan self-assessment systems yang sesuai dengan peraturan 

perpajakan. 

2.1.3.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak 

Tujuan dari kegiatan pemeriksaan pajak sebagaimana yang tertera pada 

Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan, menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak memiliki wewenang 

dalam melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya, dan dengan tujuan mampu melaksanakan 

ketentuan peraturan undang-undang perpajakan.  

Tujuan pemeriksaan pajak menurut Siti Rahayu (2013). 
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1. Bertujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakannya dan pembinaan kepada wajib pajak. 

Pemeriksaan pajak dapat dilakukan dengan cara : 

a. Surat pemberitahuan menunjukan kelebihan dan/atau 

kekurangan pembayaran pajak. 

b. Surat pemberitahuan tidak disampaikan dan disampaikan pada 

waktu yang tidak terjadwalkan sebelumnya. 

c. Surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang telah 

ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 

d. Terdapat indikasi kewajiban perpajakan selain kewajibannya 

pada Surat Pemberitahuan tidak dipenuhi. 

2. Tujuan lain dalam melaksanakan ketentuan kewajiban perpajakan, 

pemeriksaan pajak dilakukan dalam rangka : 

a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diberikan sesuai dengan 

jabatan; 

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dihapus; 

c. Validasi atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; 

d. Pengajuan keberatan oleh wajib pajak 

e. Pengumpulan data dalam menyusun norma perhitungan 

penghasilan neto; 

f. Menguji data dan alat keterangan; 

g. Menentukan wajib pajak yang berlokasi di daerah terpencil; 

h. Menentukan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai; 
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2.1.3.3 Sasaran Pemeriksaan Pajak 

Menurut Assa (2018) menyatakan bahwa factor yang menjadi sasaran 

pemeriksaan pajak adalah 

1. Kesalahan dalam memahami perundang-undangan. 

2. Kesalahan dalam menghitung 

3. Adanya penggelapan yang dilakukan secara khusus pada penghasilan 

4. pemotongan yang tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh 

wajib pajak itu sendiri pada saat memenuhi perpajakannya. 

2.1.3.4 Jenis Pemeriksaan 

Menurut Siti Rahayu (2013:323), jenis pemeriksaan pajak dapat 

dikelompokan menjadi dua, yaitu : 

1. Pemeriksaan Rutin merupakan pemeriksaan yang dilakukan kepada 

wajib pajak yang memiliki hubungan dalam memenuhi hak dan 

kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan rutin akan dilakukan terhadap 

a. Surat Pemberitahuan (SPT) lebih bayar; 

b. Surat Pemberitahuan (SPT) kurang bayar; 

c. Surat Pemberitahuan (SPT) dengan kesalahan perhitungan 

2. Pemeriksaan Khusus merupakan pemeriksaanyang dilakukan kepada 

wajib pajak yang berdasarkan analisis resiko terhadap data dan 

informasi yang didapatkan. Hal ini dikarenakan adanya data, informasi, 

laporan, dan pengaduan yang berkaitan kepada wajib pajak untuk 

memperoleh data dan informasi dengan tujuan tertentu lainnya. 
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2.1.3.5 Tahapan Pemeriksaan Pajak 

Dalam melakukan kegiatan pemeriksaan maka fiskus diwajibkan untuk 

menguasai tahapan pemeriksaan pajak, dan peraturan yang berlaku. Menurut 

Siti Rahayu (2013) tahapan pemeriksaan pajak terdiri atas : 

1. Persiapan Pemeriksaan Pajak 

Persiapan ini merupakan kegiatan yang dilakukan dalam melaksanakan 

tindakan pemeriksaan yang meliputi: 

a. Mempelajari dan memahami data-data wajib pajak. 

b. Mengkaji ulang Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dan 

laporan keuangan wajib pajak. 

c. Mengidentifikasi masalah. 

d. Mengobservasi tempat usaha wajib pajak. 

e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan. 

f. Menentukan program pemeriksaan. 

g. Menentukan dokumen pendukung yang dibutuhkan. 

h. Memfasilitasi sarana pemeriksaan. 

2. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak 

a. Melakukan pemeriksaan langsung ditempat usaha wajib pajak. 

b. Melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian internal. 

c. Melakukan pemeriksaan atas dokumen pendukung. 

d. Menginformasikan hasil laporan pemeriksaan kepada wajib 

pajak. 
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e. Melakukan siding penutup. 

3. Hasil Laporan Pemeriksaan 

a. Kertas kerja pemeriksaan. 

b. Laporan hasil pemeriksaan. 

c. Kesimpulan pemeriksaan 

2.1.3.6 Batas Waktu Pemeriksaan 

Menurut peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

(199/PMK.03/2007) : 

1. Pemeriksaan Kantor memiliki masa waktu tiga bulan dan dapat 

diperpanjang maksimal menjadi enam bulan, perhitungan waktu 

dihitung pada saat wajib pajak datang dalam rangka memenuhi surat 

pangilan sampai tanggal hasil laporan pemeriksaan. 

2. Pemeriksaan Lapangan memiliki masa waktu selama empat bulan dan 

dapat diperpanjang maksimal menjadi delapan bulan, perhitungan 

waktu dihitung pada saat wajib pajak datang dalam rangka memenuhi 

surat pangilan sampai tanggal hasil laporan pemeriksaan. 

Jika selama waktu pemeriksaan pajak ternyata wajib pajak ingin 

mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, maka 

wajib pajak perlu untuk memperhatikan jangka waktu pemeriksaan yang telah 

dibahas pada point satu dan dua diatas. 

2.1.3.7 Sanksi Terkait Pemeriksaan Pajak 

Menurut Kurnia Rahayu (2016) mengutip dari UU KUP mengenai sanksi 

perpajakan, menyatakan : 
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1. Jika hasil pemeriksaan terdapat adanya Pajak Kurang Bayar 

a. Wajib pajak diharuskan untuk menambahkan jumlah pajak 

kurang bayar dengan sanksi administrasi sebesar 2% perbulan 

selama-lamanya 24 bulan, yang dihitung pada saat terutangnya 

pajak atau saat berakhirnya masa pajak sampai diterbitkannya 

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). 

b. Wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 100% 

atas pajak kurang bayar untuk PPN dan PPnBM. 

2. Jika wajib pajak tidak mampu untuk memenuhi kewajiban untuk 

diperiksa 

Jika pada pembukuan atau selama proses pemeriksaaan kewajiban 

pajaknya tidak dipenuhi hingga menyebabkan tidak dapat untuk 

mengetahui besaran pajak terutangnya, maka pada Surat Ketetapan 

Pajak Kurang Bayar (SKPKB) akan ditambahkan dengan sanksi 

administrasi berupa : 

a. 50% untuk PPh Badan atau Orang Pribadi 

b. 100% untuk pemotongan dan pemungutan PPh, PPN dan 

PPnBM 

Sesingkat-singkatnya pada saat diberikannya sanksi pidana yaitu 

selama 6 bulan dan maksimal selama 6 tahun, dengan denda sedikitnya sebesar 

2 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar, dan semaksimalnya sebesar 

4 kali jumlah yang tidak atau kurang bayar yang sesuai pada peraturan pajak 

Pasal 39 UU KUP. 
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2.1.3.8 Laporan Hasil Pemeriksaan 

Laporan hasil pemeriksaan pajak adalah sarana untuk pihak lain agar 

dapat mengetahui hal-hal yang terjadi selama proses pemeriksaan dengan 

pencarian informasi-informasi yang dibutuhkan untuk dapat menguji 

kepatuhan prosedur, maka pada laporan hasil pemeriksaan pajak ini haruslah 

informatif dan detail. Laporan hasil pemeriksaan pajak merupakan laporan 

yang dibuat oleh pemeriksa di akhir pelaksanaan pemeriksaan yang menjadi 

penuangan dari keseluruhan hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan yang telah 

ditetapkan (Rahayu, 2013). 

2.1.4 Penagihan Pajak 

2.1.4.1 Pengertian Penagihan Pajak 

Penagihan Pajak merupakan suatu serangkaian agak penanggung pajak 

dapat melunasi utang pajak dan biaya penagihan dengan cara menegur atau 

memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika, memberikan surat paksa, 

memberikan usulan untuk pencegahan, melakukan penyitaan, menyimpan hasil 

barang sitaan, dan melelang barang yang telah disita (Mardiasmo, 2016). 

Dalam melakukan penagihan kepada wajib pajak fiskus dapat 

melakukannya dengan dua cara, yaitu : 

1. Penagihan Aktif 

Penagihan Penagihan aktif merupakan penagihan yang dilakukan 

setelah tanggal jatuh tempo pembayaran Surat Tagihan Pajak (STP), 

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Kurang Bayar 

Tambahan (SKPBT) atau jenis lainnya yang mengandung pembetulan, 
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putusan banding, putusan keberatan, dan lainnya yang membuat wajib 

pajak kurang bayar sehingga terbitlah surat teguran, surat paksa, surat 

perintah untuk melakukan penyitaan hingga melaksanakan pelelangan 

barang sitaan yang dimiliki wajib pajak. 

2. Penagihan Pasif 

Penagihan pasif merupakan penagihan yang dilakukan sebelum tanggal 

jatuh tempo surat tagihan pajak, SKPKB, SKPBT atau jenis lainnya 

yang mengandung pembetulan, putusan banding, putusan keberatan, 

dan lainnya yang membuat wajib kurang dengan melakukan imbauan, 

baik berupa surat dan telepon ataupun media lainnya. 

2.1.4.2 Dasar Penagihan Pajak 

Dasar penagihan pajak yang tertera pada I Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, penagihan 

pajak dapat dilakukan jika terdapat utang pajak yang ditagih melalui : 

1. Surat Tagihan Pajak 

Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi 

berupa bunga dan/atau denda. 

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) 

Surat ketetapan pajak untuk menentukan besar jumlah pokok pajak, 

jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, 

besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. 

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPBT) 
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Surat ketetapan pajak untuk menentukan tambahan atas jumlah pajak 

yang telah ditetapkan. 

4. Surat Keputusan Pembetulan 

Surat keputusan untuk membentulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, 

dan/atau kekeliruan pada penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan 

perpajakan. 

5. Surat Keputusan Keberatan 

Surat keputusan atas keberatan pada Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau 

pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan wajib 

pajak. 

6. Putusan Banding 

Putusan yang diberi oleh Badan Peradilan Pajak atas banding pada Surat 

Keputusan Keberatan yang diajukan wajib pajak. 

7. Putusan Peninjauan Kembali 

Putusan yang diberkan Mahkamah Agung atas permohonan kembali 

yang diajukan wajib pajak atau Direktorat Jenderal Pajak pada putusan 

banding ataupun gugatan dari Badan Peradilan Pajak. 

2.1.4.3 Tahap dan Waktu Pelaksaan Penagihan Pajak 

Dalam melaksanakan penagihan pajak ini telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. 

Pada waktu pelaksanaan penagihan pajak, terdapat serangkaian alur yang 

bertahap dalam melakukannya, dengan alasan dilakukannya penagihan pajak 

tersebut dan waktupelaksanaannya. 
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Berikut adalah serangkaian tahapan dan alur yang beruturan dalam 

melaksanakan penagihan pajak: 

1. Surat Teguran 

Jika utang pajak wajib pajak yang tertera pada surat tagihan pajak, surat 

ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar 

tambahan tidak juga dilunasi sampai melewati hari ke-7.  

2. Surat Paksa 

Jika utang wajib pajak tidak juga dilunasi setelah hari ke-21 dari 

diterbitkannya surat teguran, makan akan diterbitkannya Surat Paksa 

dan utang pajak harus segara dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam. 

3. Surat Perintah Melakukan Penyitaan 

Jika dalam waktu 2 x 24 jam dari diterbitkannya surat paksa, maka wajib 

pajak akan ada tindakan untuk menyita atas barang-barang wajib pajak. 

4. Lelang 

Jika dalam waktu 14 hari dari waktu penyitaan wajib pajak tidak juga 

melunasi utang pajaknya, maka barang-barang yang disita akan ditindak 

dengan melakukan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara. 

Dalam proses pelaksanaannya, maka petugas Jurusita diwajibkan 

memiliki pengetahun yang memadai mengenai peraturan perpajakan yang 

berlaku terutama mengenai tata cara penagihan. 

2.1.4.4 Daluwarsa Penagihan Pajak 

Menurut Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, hak untuk melakukan 
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penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, 

daluwarsa setelah melampui 5 tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan 

Pajak, Surat Ketetapan Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak kurang 

Bayar tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 

Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali. 

Daluarsa Penagihan Pajak tersebut dapat terhenti jika : 

1. Diterbitkannya surat paksa. 

2. Adanya pengakuan utang pajak dari wajib pajak secara langsung 

ataupun tidak langsung. 

3. Diterbitkannya SKKB dan SKPKB-Tambahan karena selama jangka 

waktu lima tahun ini wajib pajak tersebut dipidana. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Teori Belajar Sosial 

Pada teori pembelajaran sosial ini menyimpulkan jika perilaku manusia 

dapat memberikan interaksi timbal balik, dan pada teori ini kebanyakan 

manusia mempelajari sesuatu dengan melakukan observasi atau mengamati 

sesuatu. Menurut (Hidayat (2015) bahwasanya manusia selalu belajar dari 

pengamatan dan pengalaman langsung yang mereka alami. Pada proses teori 

belajar social dipilih untuk mengetahui pengaruh model terhadap individu, 

yatitu : 

1. Proses perhatian, pada proses ini individu dapat mengenali dan 

mengutarakan perhatiannya pada suatu model 
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2. Proses penahanan, pada proses ini individu dapat mengingat kejadian 

akan tindakan suatu model meskipun model tersebut tidak lagi tersedia 

3. Proses reproduksi motoric, pada proses ini individu dapat mengolah 

pengamatan mereka menjadi sebuah tindakan. 

4. Proses afirmasi, pada proses ini individu dapat menggambarkan suatu 

perilaku teladan jika terdapat insentif positif dan negative. 

Teori ini relevan untuk menggambarkan perilaku wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban pajaknya. Teori ini digunakan untuk mengetahui ada 

wajib pajak yang patuh dan tidak patuh untuk melunasi kewajiban 

perpajakannya, dengan melakukan pengamatan para wajib pajak jika 

sebagian uang yang mereka berikan kepada negara digunakan untuk 

pembangunan di seluruh Indonesia.  

Pada teori ini juga memberikan pemahaman bagi wajib pajak untuk 

dapat mematuhi peraturan dalam kewajiban perpajakannya yang sesuai 

sebagaimana mestinya, dengan kualitas pelayanan fiscus yang baik dan 

benar dapat menjadikan wajib pajak patuh dengan memberikan sanksi yang 

tegas dari Direktorat Jenderal Pajak. Wajib pajak yang melunasi pajak 

terutangnya secara tepat waktu kemungkinan besar dikarenakan terjadi 

dikarenakan pengamatan mereka akan sanksi pajak yang berlaku ataupun 

karena dari pengalaman wajib pajak yang tidak patuh sehingga 

mendapatkan sanksi yang membuatnya merugi. Karena hal ini maka 

terciptalah wajib yang patuh akan pentingnya melakukan pembayaran pajak 

dan membantu pembangunan negara.  
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2.2.2 Teori Atribusi 

Pada dasarnya teori ini menjelaskan perilaku dari pihak-pihak yang 

berkepentingan seperti pihak internal, eksternal dan wajib pajak berperan aktif 

dalam menegakan perundang-undangan pajak untuk mencapai target yang 

ditentukan tiap tahunnya. Perilaku dari pihak internal diwajibkan memiliki 

kemampuan untuk dapat menganalisa berbagai macam hal yang perlu 

dilakukan untuk dapat membuat wajib pajak dapat patuh terhadap menegakan 

peraturan perpajakan. Perilaku dari pihak eksternal dapat dilihat dalam 

membantu pihak internal seperti mempromosikan kegiatan yang telah 

dilakukan pihak internal agar dapat kegiatan pihak internal lebih dikenal oleh 

banyak orang sehingga tujuan bersama dalam meningkatkan pendapatan pajak 

tercapai. 

Menurut Sari & Nuswantara (2017) menjelaskan jika tindakan 

seseorang dapat dipengaruhi dari dua sumber, yaitu atribusi internal dan atribusi 

eksternal. Atribusi internal merupakan sebuah gambaran mengenai tindakan 

seseorang yang berasal dari dirinya sendiri seperti kesadaran, kepribadian, dan 

kemampuan. Sedangkan atribusi eksternal menjelaskan mengenai penyebab 

perilaku seseorang yang berasal dari lingkungan sekitar ataupun dari luar 

lingkungannya, seperti pengaruh sosial yang dijumpai individu tersebut. 

Pada teori ini menjelaskan factor apa saja yang dapat mempengaruhi 

wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan perapajakan dalam melunasi 

kewajibannya. 
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2.3 Peneltian Terdahulu 

Dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu 

menghasilkan berbagai kesimpulan mengenai surat himbauan pajak, SP2K, 

pemeriksaan pajak dan penagihan pajak yang memiliki pengaruh terhadap 

penerimaan pajak dan dapat dilihat tabel di bawah ini : 

Tabel 2.1 Penelitian Terhadulu 

No. Nama Peneliti 

dan Tahun 

Variabel Kesimpulan 

1. Muzaki et al. 

(2020) 

Independen: 

Surat Permintaan 

Penjelasan atas Data atau 

Keterangan (SP2DK) 

 

Dependen: 

Penerimaan Pajak 

SP2DK sering digunakan 

dalam upaya meningkatkan 

penerimaan pajak di KPP 

Pratama Ciamis. 

 

Pemeriksaan dan penagihan 

pajak membuat SP2DK 

menjadi sangat efektif 

terhadap penerimaan pajak. 

2. Keysha, (2019) Independen: 

Pemeriksaan Pajak, 

Penagihan Pajak 

 

Dependen: 

Penerimaan Pajak 

Hasil penelitian menunjukan 

pemeriksaan pajak 

berpengaruh positif sebesar 

4,96% terhadap penerimaan 

pajak. 

 

Untuk Penagihan pajak 

berpengaruh positif 

signifikan sebesar 21,02% 

terhadap penerimaan pajak. 

3. Muhammad & 

Sunarto (2018) 

Independen: 

Pemeriksaan Pajak, 

Penagihan Pajak, 

Kepatuhan Wajib Pajak. 

 

Dependen: 

Pemeriksaan pajak, 

penagihan pajak, dan 

kepatuhan wajib pajak 

berpengaruh secara stimulant 

terhadap penerimaan pajak 
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Penerimaan Pajak 2012-2015 di kPP Pratama 

Bima. 

 

Dari ketiga variabel tersebut, 

penagihan pajaklah yang 

sangat efektif dalam 

meningkatkan penerimaan 

pajak. 

4. Mohammad et al. 

(2017) 

Independen: 

Pemeriksaan Pajak, 

Penagihan Pajak 

 

Dependen: 

Penerimaan Pajak 

Pemeriksaan pajak 

berpengaruh secara parsial 

terhadap penerimaan pajak di 

KPP Pratama Manado. 

 

Hasil penelitian ini 

penagihan pajak 

berpengaruh secara parsial 

terhadap penerimaan pajak di 

KPP Pratama Manado. 

5. Elita et al (2016) Independen: 

Surat Himbauan 

 

Dependen: 

Penerimaan Pajak 

Jumlah penerbitan surat 

himbauan tidak memiliki 

pengaruh terhadap 

penerimaan pajak di KPP 

Pratama Serang. 

6. Parmono et al. 

(2016) 

Independen: 

Surat Himbauan, Surat 

Permintaan Penjelasan 

Atas Data atau Keterangan 

(SP2DK) 

 

Dependen: 

Penerimaan Pajak 

Penerbitan surat himbauan 

dan SP2DK ditahun 2013 

tidak efektif, ditahun 2014 

kurang efektif, dan di tahun 

2015 tidak efektif terhadap 

penerimaan pajak di KPP 

Pratama Manado. 

7.  Devi Septya et 

al. (2014) 

Independen: 

Pemeriksaan Pajak 

 

Dependen: 

Penerimaan Pajak 

Selama periode 2012-2015, 

pemeriksaan pajak tidak 

efektif terhadap penerimaan 

pajak di KPP Pratama 

Malang. 
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Berdasarkan kelemahan, saran, dan rangkuman dari penelitian sebelumnya, 

penelitian ini akan fokus pada variabel yang tidak konsisten dan saran-saran yang 

diberikan oleh penelitian sebelumnya mengenai surat himbauan pajak, SP2DK, 

pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak yang ditemukan sebagai variabel yang 

tidak konsisten dalam menganalisis penelitian ini. Di sini peneliti menemukan 

bahwa belum ada penelitian yang mengkaji mengenai hubungan stimulus pajak 

tentang surat himbauan pajak, SP2DK, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak 

terhadap penerimaan pajak. 

2.4 Hipotesis 

2.4.1 Hubungan surat himbauan pajak terhadap penerimaan pajak 

Surat himbauan adalah variabel yang akan memengaruhi variabel 

penerimaan pajak. Surat himbauan merupakan salah satu bagian dari teori 

atribusi, karena pada pemberian surat himbauan, fiskus berperan aktif selama 

berpartisipasi dalam memberikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak terkait 

ketentuan pelaksanaan perpajakan yang diduga tidak terpenuhinya kewajiban 

perpajakkannya pada laporan SPT yang diberikan. Surat himbauan merupakan 

langkah awal yang akan dilakukan oleh fiskus untuk melakukan pengawasan 

kepada Wajib Pajak dalam penerapan self assessment system. Maka dari itu 

surat himbauan merupakan langkah awal yang dilakukan oleh fiskus untuk 

mendorong kepatuhan Wajib Pajak, dengan dilakukannya metode ini 

diharapkan dapat menaiki potensi penerimaan pajak sehingga target 

penerimaan pajak dapat tercapai sesuai target. 
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Hal sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Elita (2016), 

bahwa dengan menyebarkan surat himbauan yang dilakukan oleh fiskus dapat 

berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama 

Serang, meskipun hal tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Parmono (2016) di KPP Pratama Manado, bahwa surat himbauan tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak, cenderung menurun 

dan kurang efektif dari tahun ke tahun. Maka dari itu, dibuatlah sebuah 

hipotesis peneltian sebagai berikut : 

 

Ho1: Surat himbauan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak 

Ha1: Surat himbauan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak 

 

2.4.2 Hubungan SP2DK terhadap penerimaan pajak 

Surat keterangan yang biasa disebut dengan SP2DK merupakan sebuah 

surat yang diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak yang ditujukan kepada wajib 

pajak. Kebijakan ini diterbitkan guna meminta keterangan mengenai kewajiban 

perpajakan yang tidak dan/atau belum terpenuhi serta membantu wajib pajak 

dalam memenuhi kewajiban perpajakkannya agar wajib pajak tidak melakukan 

pelanggaran pada saat SPT-an 

dijelaskan pada teori atribusi, jika perilaku seseorang dapat ditentukan 

dari kekuatan kombinasi, yaitu kekuatan internal yang muncul dari dalam diri 

masing-masing individu yang diperankan wajib pajak, dan kekuatan eksternal 

yang muncul dari luar seperti pekerjaan, peluang, dan lingkungan berupa 
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pemberian surat SP2DK. Hal ini memberikan dampak positif bagi wajib pajak 

sehingga wajib pajak tidak akan dikenakan sanksi pajak ke depannya di 

kemudian hari, dengan cara meminta klarifikasi kepada wajib pajak atas harta 

yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan 

yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh Muzaki (2020) bahwa SP2DK 

merupakan proses yang dilakukan Account Representative dalam melakukan 

kegiatan kunjungan (visit) kepada wajib pajak untuk menganalisis dan meminta 

wajib pajak untuk melakukan klarifikasi terkait data-data yang dimiliki fiskus 

untuk segera melunasi kewajiban perpajakkannya, dan jika masih dirasa sulit 

untuk menyelesaikan kasus ini, maka akan diserahkan kepada tim pemeriksa. 

Hasil penelitian yang dilakukan Muzaki (2020), mengatakan bahwa 

SP2DK berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP 

Pratama Ciamis, sedangkan hal ini dibantah oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Parmono (2016),  menurutnya SP2DK tidak berpengaruh signifikan terhadap 

penerimaan pajak dan tidak berkontribusi pada penerimaan pajak di KPP 

Pratama Manado, karena rata-rata kontribusi yang diberikan hanya sebesar 

5.11% dalam kurun waktu 2013-2015. Maka dari itu, dari kesimpulan 

penelitian diatas dapat dibuat hipotesis : 

 

H02: SP2DK tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak 

Ha2: SP2DK berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak 
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2.4.3 Hubungan pemeriksaan terhadap penerimaan pajak 

Pemeriksaan dapat tercerminkan dari teori belajar sosial dan atribusi, 

karena sebelum Wajib Pajak sampai ke fase pemeriksaan, maka ada 

serangkaian sebelumnya yaitu diberikannya surat himbauan, dan ketika Wajib 

Pajak masih mengacuhkan atau tidak begitu merespon surat tersebut maka 

fiskus akan menggiring Wajib Pajak yang bandel ke fase pemeriksaan dan 

ketika di fase ini maka Wajib Pajak tidak dapat mengelak dengan keseluruhan 

hartanya yang sesuai dengan data yang dimiliki oleh fiskus, dan dengan adanya 

pemeriksaan pajak ini maka Wajib Pajak diharapkan jera dan mendorong 

penerimaan pajak. Pada teori atribusi, fiskus akan aktif dalam melakukan 

pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang kurang//lebih bayar yang dilakukan 

telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Fungsi utama 

pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan wajib pajak, yang 

disampaikan oleh wajib pajak dalam bentuk Surat Pemberitahuan Tahunan 

(SPT) untuk memenuhi kewajiban perpajakkannya dengan tujuan utama yaitu 

meningkatkan penerimaan pajak, kegiatan ini memiliki jangka waktu selama-

lamanya 2 bulan sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan 

(SPHP) baik itu pemeriksaan kantor ataupun lapangan. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Devi Septya (2014) menyatakan 

jika kegiatan dalam melakukan pemeriksaan semakin tinggi maka semakin 

rendah wajib pajak yang patuh dan berarti semakin sedikit juga penerimaan 

pajak yang didapati. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh  Mohammad 

(2018) dan  Keysha (2019) menyatakan bahwa pemeriksaan berpengaruh 
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positif signifikan terhadap penerimaan pajak, meskipun hal ini tidak sesaui 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifin & Syafii (2019) menyatakan 

bahwa pemeriksaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di 

KPP Pratama Medan Polonia. Dari kesimpulan penelitian terdahulu diatas, 

maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut : 

 

Ho3: Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak 

Ha3: Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak 

 

2.4.4 Hubungan penagihan terhadap penerimaan pajak 

Menurut teori belajar sosial, penagihan pajak merupakan serangkaai 

yang dilakukan oleh fiscks dalam menindak kegiatan penagihan kepada Wajib 

Pajak dengan mengamati perilakunya, dari surat himbaun yang masih 

diacuhkan, diberikan SP2DK untuk melakukan klarifikasi tidak direspon, 

kemudian melakukan pemeriksaan tidak kooperatif, maka jurusita pajak akan 

memberikan pemberitahuan surat paksa kepada wajib pajak, kemudian juru sita 

boleh untuk melakukan penyitaan/penyanderaan, kemudia barang hasil 

sitaannya yang didapat akan di lelang sebagai bentuk pembayaran pajak oleh 

wajib pajak dengan tambahan sanksi administrasi dalam bentuk bunga, denda 

dan kenaikan harga dalam surat ketetapan pajak ataupun surat lainnya. 

Penagihan pajak merupakan salah satu tahap akhir yang dilakukan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak untuk 

memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak taat, dimana dasar hukum 
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penagihan pajak yang telah tercantum dalam UU Nomor 19 Tahun (2000) 

tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Pengeluaran surat tagihan pajak 

dilakukan pada saat wajib pajak kurang dan/tidak membayar tagihan, sehingga 

wajib pajak harus membayar denda sebagai sanksi atas keterlambatan 

pembayaran pajak yang telah jatuh tempo. Penagihan pajak memiliki peranan 

penting dalam besarnya penerimaan pajak yang akan diterima 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Keysha (2019), menyatakan 

bahwa penagihan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan 

pajak di KPP Pratama Cibeunying, dan hal tersebut diperkuat oleh penelitian 

yang dilakukan oleh Muhammad & Sunarto (2018), meyatakan bahwa 

penagihan berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP 

Pratama Raba Bima. Dari keterkaitan variabel diatas maka dapat dibuat 

hipotesis sebagai berikut : 

 

Ho4: Penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak 

Ha4: Penagihan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan 

pajak 

 

2.5 Kerangka Penelitian 

Agar mempermudah dalam memahami variabel penelitian, penulis 

menggambarkan kerangka pemikiran yang dapat mempermudah dalam menjadikan 

acuan dalam menyelesaikan penelitian ini sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

Surat Himbauan 

(X1) 

SP2DK 

(X2) 

Pemeriksaan Pajak 

(X3) 

Penagihan Pajak 

(X4) 

Penerimaan Pajak 

(Y) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian yang Digunakan 

3.1.1 Metode Peneltian 

Metode penelitian merupakan sebuah kegiatan ilmiah yang sifatnya 

terencana, terstruktur, dan mempunyai maksud atau tujuan. Hal tersebut 

dikatakan ilmiah karena adanya aspek dari segi ilmu pengetahuan dan teori, dan 

haruslah terencana agar hasil dari penelitian tersebut baik (J.R. Raco, 2015). 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dan 

kuantitatif. 

Menurut (Sugiyono, 2018) metode kuantitatif dan deskriptif : 

“Sebuah metode penelitian yang berlandasan pada filsafat positivism. 

Metode ini digunakan untuk meneliti populasi dan sampel-sampel tertentu. 

Dalam teknik pengumpulan datanya menggunakan instrument penelitian, 

menganalisis data yang sifatnya angka/statistic agar dapat menguji hipotesis 

yang telah ditentukan.” 

 

3.1.2 Objek Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan kuantitatif 

dengan menggunakan data-data yang digunakan pertahun dari 2016-2020. Dari 

hasil penelitian ini selanjutkan akan dianalisis apakah ada keterkaian dari 

pengaruh variabel bebas dari surat himbauan, SP2DK, pemeriksaan pajak, dan 

penagihan pajak terhadap variabel terikat yaitu penerimaan pajak. Skala yang 

digunakan pada penelitian ini menggunakan skala rasio, sumber data yang 
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digunakan berasal dari sumber internal di KPP Pratama Tasikmalaya dan jenis 

datanya yaitu data sekunder. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Pada penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Tasikmalaya, Jl. Sutisna Senjaya 

No. 154, 46114, Tasikmalaya. Peneliti memilih penelitian dikawasan ini karena 

wilayah kerja KPP Pratama ini termasuk Kawasan pusat bisnis baik perseroan 

ataupun pribadi. Populasi di dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang 

terdaftar di KPP Pratama Tasikmalaya. Penelitian ini menggunkan purposive 

sampling, yaitu metode yang digunakan untuk mempertimbangkan karakteristik 

tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti dan dari keseluruhan sampel yang 

didapat hanya Sebagian sampel saja yang diambil sebagai bagian dari penelitian ini 

(Sugiyono, 2018) 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil pada KPP Pratama 

Tasikmalaya pada tahun 2016-2020. Data tersebut berupa dokumen yang berisikan 

laporan kinerja bulanan dari beberapa departemen yang ada di KPP Pratama 

Tasikmalaya, antara lain; Departemen Inspeksi, Departemen Penilaian Potensi, dan 

Account Representative (AR). Dokumen-dokumen yang diberikan berisi tentang 

jumlah penerimaan pajak, penerbitan surat himbauan, penggalian potensi, SP2 

terbit, LHP terbit, SKP terbit, SKP dibayar, dan jumlah penagihan. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Dalam melakukan pengumpulan data pada penelitan ini dilakukan dengan 

berbagai cara, yaitu : 

1. Penelitian Kepustakaan 
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Penelitian kepustakaan dilakuan agar mendapatkan teori-teori yang relevan 

dengan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, dan 

memperlajari buku-buku, jurnal ilmiah, undang-undang, dan sumber-

sumber yang memiliki keterkaian sebagai bahan penelitian. 

2. Data Dokumenter 

yang digunakan pada penelitian ini adalah data dokumenter yang berupa 

data time series yang berkaitan dengan upaya penerimaan pajak seperti 

surat himbauan, SP2DK, pemeriksaan, penagihan yang dilakukan oleh KPP 

Pratama Tasikamalaya. 

3. Wawancara 

Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini bermaksud untuk 

memperjelas data yang diperoleh. Beberapa wawancara yang dilakukan 

dengan karyawan/ti dari KPP Pratama Tasikmalaya untuk mengklarifikasi 

data penelitian yang dilakukan. 

3.4 Definisi dan Operasional Variabel 

3.4.1 Definisi Variabel Penelitian 

Pada penelitian ini, yang menjadi variable independent (X) yaitu: Surat 

Himbauan, SP2DK, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak dengan variabel 

dependennya. 

1. Variabel Bebas / Independent Variabel (X) 

2. Variabel Terikat / Dependent Variabel (Y) 

3.4.2 Definisi Variabel Independen 
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3.4.2.1 Surat Himbauan 

Surat himbauan pajak merupakan upaya yang dilakukan Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP) khususnya dalam kantor pelayanan pajak untuk 

memberikan informasi kepada wajib pajak untuk segera menindak lanjuti 

dalam memenuhi kewajiban perpajakkannya dengan melakukan pembetulan 

pada SPT lebih/kurang bayar pajak. 

3.4.2.2 SP2DK 

Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) 

merupakan sebuah kebijakan dari Menteri Keuangan untuk memperbolehkan 

kantor pelayanan pajak untuk melakukan kunjungan/visit kepada pihak wajib 

pajak. Hal ini muncul sebagai konsekuensi logis dari penerapan sistem self-

assessment dalam mekanisme perpajakan di Indonesia. Dengan diberikannya 

kepercayaan penuh dalam menghitung sendiri kewajiban perpajakkannya dan 

harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan jika ditemukannya data yang 

mengganjal pada SPT wajib pajak, maka Kantor Pelayanan Pajak memiliki 

wewenang dalam melakukan kunjungan visit. Hal ini dilakukan guna 

mendapatkan data dan keterangan agar seragam. 

3.4.2.3 Pemeriksaan Pajak 

Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan untuk 

mengumpulkan dan mengolah data, informasi, dan bukti yang dilakukan secara 

objektif dan profesional yang berdasarkan standar pemeriksaan, agar dapat 

menguji kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. 
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3.4.2.4 Penagihan Pajak 

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan yang akan dilakukan 

oleh petugas pajak agar penunggak pajak dapat melunasi utang dan biaya 

penagihan pajaknya. Diawali dengan memberikan surat teguran, surat paksa, 

penyitaan, dan diakhiri dengan pelelangan barang wajib pajak yang telah disita. 

3.4.3 Variabel Dependen 

3.4.3.1 Penerimaan Pajak 

Penerimaan pajak merupakan penerimaan yang didapat dari wajib pajak 

pribadi ataupun badan, dan berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. 

Dalam penelitian ini penerimaan pajak akan diukur dengan jumlah penerimaan 

dalam nominal rupiah. 

3.5 Metode Analisis Data 

Data analisis penelitian ini menggunakan aplikasi EVIEWS 10 untuk 

mempermudah dalam mengolah keseluruhan data yang dimiliki dikarenakan data 

yang digunakan bersifat data time series. Ada beberapa pengujian yang telah 

dilakukan dengan aplikasi ini, seperti: statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji 

normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan 

regresi berganda. 

Untuk populasi dan sampel data diambil dari laporan tahunan KPP Pratama 

Tasikmalaya, seperti penerbitan surat himbauan, pelaksanaan SP2DK, pelaksanaan 

pemeriksaan, banyaknya eksekusi penagihan, dan besaran jumlah penerimaan 

pajak yang dilakukan KPP Pratama Tasikmalaya. 
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3.5.1 Statistik Deskriptif 

Pada penelitian ini menggunakan penelitian statistika deskriptif yang 

cukup sederhana, seperti jumlah sampel, nilai maksimum nilai minimum, mean, 

median, dan standar deviasi. Pada mean digunakan untuk mengukur rata-rata 

data tersebut, dan untuk standar deviasi digunakan untuk mengukur penyebaran 

data. Sedangkan untuk data populasi dan sampel pada penelitian ini bersumber 

dari laporan tahunan di beberapa departemen di KPP Pratama Tasikmalaya. 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Pada uji asumsi ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah pada model 

yang sedang diteliti terdapat permasalahan asumsi klasik atau tidak. Uji asumsi 

klasik ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinitas, uji autokorelasi, dan uji 

heteroskedastisitas. 

3.5.2.1 Uji Normalitas 

Pada uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang 

telah diolah menghasilkan persamaan regresi normal atau abnormal. 

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas 

Pada pengujian ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi yang 

tinggi antara variabel bebas dalam model regresi linier berganda. Jika ternyata 

ada korelasi yang tinggi antara variabel independen, maka dapat dinyatakan 

bahwa hubungan variabel independen dengan dependen terganggu. 

3.5.2.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi terdapat varians yang tidak sama antara pengamatan residual 
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dengan pengamatan lainnya. Jika pada variansnya menunjukkan konstan maka 

disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda maka terdapat masalah 

heteroskedastisitas. 

3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untu menguji apakah pada model 

regresi linier memiliki korelasi memiliki korelasi antara kesalahan pada periode 

t dan kesalahan pada periode sebelumnya (t-1). 

3.5.3 Regresi Berganda 

Analasis regresi berganda bertujuan untuk menguji apakah ada tidaknya 

pengaruh antara variabel lainnya dalam persamaan matematis. Analisis ini 

berfungsi agar dapat mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel bebas (X) 

terhadap variabel terikat (Y). Dengan menggunakan persamaan regresi 

multilinear ini maka akanmenjadi: 

 

𝒀 = 𝜶𝜷𝟏𝑿𝟏 + 𝜶𝜷𝟐𝑿𝟐 + 𝜶𝜷𝟑𝑿𝟑 + 𝜶𝜷𝟒𝑿𝟒 + 𝒆 

Keterangan: 

Y = Pendapatan Pajak 

X1 = Surat Himbauan Pajak 

X2 = Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan 

X3 = Pemeriksaan Pajak 

X4 = Penagihan Pajak 

α = Konstanta 

e = Error 
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3.5.3.1 Uji T 

Uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang 

signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen 

yang diuji dengan hasil signifikan sebesar 0,05 (5%) dengan asumsi variabel 

independen lainnya konstan. Pada pengujian ini perbandingan antara t-hitung 

dengan t-tabel diuji dengan menggunakan hipotesis 𝐻𝑜 ∶ 𝑏𝑖 ≠ 𝑏. Jika pada t-

hitung lebih besar dari table, maka Ho akan ditolak dan Ha akan diterima 

dengan kesimpulan variabel dependen memengaruhi variabel independen. 

3.5.3.2 Analisis Determinan 

Pada pengujian ini digunakan dengan tujuan mengetahui tingkat 

keeratan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yang 

ditunjukkan dengan besarnya R2. Jika semakin tinggi nilai R2 maka model 

regresi yang digunakan sangat baik, hal ini dikarenakan sebagian varian 

variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya. Pada penelitian 

ini penulis ingin mengetahui sebesar besar pengaruhnya antara variabel 

independen terhadap variabel terikat. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

4  

Bab ini menjelaskan tentang hubungan antara variabel-variabel yang menjadi 

faktor yang memengaruhi penerimaan pajak di KPP Pratama Tasikmalaya. Peneliti 

mengolah dan menguji data yang telah didapat langsung dari pihak terkait guna 

menguji hipotesis penelitian dan menjawab tujuan penelitian. Metode pengumpulan 

data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder, 

artinya data penelitian ini menggunakan data yang telah tersedia sebelumnya dan 

dikumpulkan oleh peneliti guna melakukan penelitian. Data sekunder ini tersedia 

dalam bentuk bulanan dari tahun 2016 – 2020. 

4.1 Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif akan menganalisis faktor apa saja yang dapat 

memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak di kota Tasikmalaya. Pada 

penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang didapat langsung dari 

Kantor Pelayanan Pajak Tasikmalaya. Menurut hasil penelitian Elita (2016) di KPP 

Pratama Serang, analisis deskriptif dapat memberikan gambaran bahwa data dari 

nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum dan minimum dari masing-

masing variabel. 

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif 

 Surat 

Himbauan 

SP2DK Pemeriksaan  Penagihan Penerimaan 

Pajak 

Mean 160,08 398,78 24,66 7,43 62.640.470.896 
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Median 116,50 492,00 23,00 7,00 54.954.740.796 

Maximum 360,00 615,00 40,00 15,00 150.749.882.950 

Minimum 32,00 74,00 15,00 4,00 27.173356.498 

Std. Dev. 102,01 191,95 5,84 2,70 31.058.978.738 

 

Berdasarkan dari table di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

a. Nilai minimal pada surat himbauan yaitu sebesar 32 yang terjadi di tahun 2016 

sedangkan nilai maksimumnya sebesar 360 yang terjadi di tahun 2020. Nilai 

rata-rata pada surat himbauan yaitu sebesar 116,5 dengan standar deviasi 

sebesar 108,9. Maka nilai rata-rata surat himbauan lebih besar daripada standar 

deviasi, berarti hal ini menunjukkan bahwa surat himbauan merupakan data 

yang sifatnya homogen. 

b. Nilai minimal pada SP2DK di tahun 2016 yaitu sebesar 74 sedangkan nilai 

maksimumnya yang terjadi di tahun 2020 sebesar 615. Nilai rata-rata pada 

SP2DK yaitu sebesar 492 dengan standar deviasi sebesar 191,95. Maka dengan 

perbandingan dari nilai rata-rata yang lebih besar dari standar deviasinya, maka 

hal ini menunjukkan bahwa SP2DK merupakan data yang sifatnya homogen. 

c. Nilai minimal pemeriksaan di tahun 2016 yaitu sebesar 15 sedangkan nilai 

maksimumnya terjadi di tahun 2020 yaitu sebesar 40. Nilai rata-rata pada 

pemeriksaan yaitu sebesar 24,66 dengan standar deviasinya sebesar 5,84. Maka 

nilai rata-rata pemeriksaan lebih besar daripada standar deviasinya, hal ini 

menunjukkan bahwa pemeriksaan merupakan data yang bersifat homogen. 
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d. Nilai minimal penagihan terjadi di tahun 2016 yaitu sebesar 27.173356.498 

sedangkan nilai maksimumnya terjadi di tahun 2020 yaitu sebesar 

150.749.882.950. Nilai rata-rata penagihan adalah sebesar 54.954.740.796 

dengan standar deviasinya sebesar 3.793.799.612. Hal ini menunjukkan bahwa 

nilai rata-rata penagihan lebih besar dibandingkan standar deviasinya, maka 

dari itu dapat disimpulkan bahwa data penagihan pajak bersifat homogen. 

4.2 Uji Asumsi Klasik 

Pada pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah model yang 

diteliti terdapat masalah asumsi klasik Uji asumsi klasik ini terdiri dari uji 

normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. 

4.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas ini dilakukan agar dapat mengetahui apakah data yang didapat 

memiliki persamaan regresi normal atau tidak. 

Tabel 4.2 Uji Normalitas 

Series Sample Observation Probability 

Residuals 60 60 0,635 

 

Uji normalitas digunakan untuk menguji nilai residual yang terstandarisasi 

dalam model regresi terdistribusi normal atau tidak. Dalam pendekatan ini, nilai 

residual terdistribusi normal jika nilai probabilitas Jarque Bera > 0,05. 

Berdasarkan tampilan hasil uji normalitas dapat diketahui bahwa nilai 

probabilitas Jarque-Bera = 0,635 > 0,05. Berdasarkan dari tabel di atas, nilai 

Jarque-Bera lebih tinggi dari signifikansinya, sehingga dapat disimpulkan 



53 
 

bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi normal dan mampu memenuhi 

asumsi normalitas, nilai residual terdistribusi normal, dan regresi layak 

digunakan. 

4.2.2 Uji Multikoleniartitas 

Uji multikolinearitas ini dilakukan agar dapat menguji apakah ada atau tidaknya 

hubungan antara variabel bebas dalam model yang sama, yaitu regresi 

berganda. Model regresi dikatakan baik jika tidak ada hubungan antar variabel 

bebas. Jika terdapat kesamaan yang tinggi antara variabel independen, maka 

hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Maka dari itu 

untuk mengetahui ada tidaknya multikolinear dapat dilihat dari tabel 

Uncentered VIF. Multikolinearitas dapat terjadi jika nilai Uncentered VIF < 

0,10 atau nilai VIF > 10. Berikut hasil dari uji multikolinearitas : 

Tabel 4.3 Uji Multikoleniartias 

Variabel Coefficient 

Variance 

Uncentered VIF Centered VIF 

Surat Himbauan 

(X1) 

1.37E+15 4,231 1,207 

SP2DK 

(X2) 

3.48E+14 5,867 1,088 

Pemeriksaan 

(X3) 

4.03E+17 22,363 1,168 

Penagihan 

(X4) 

1.73E+18 9,323 1,076 
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Berdasarkan dari hasil di atas menunjukkan bahwa nilai Centered VIF surat 

himbauan, SP2DK, pemeriksaan, dan penagihan berada di kisaran 1,0 – 1,2 di 

mana nilai tersebut masih kurang dari 10 dan hal ini menunjukkan bahwa model 

regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengandung multikolinearitas 

antar variabel bebas. 

4.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas ini dilakukan agar dapat mengetahui apakah dalam suatu 

model regresi terdapat ketidaksamaan varian dari satu pengamatan ke lainnya. 

Jika suatu varian tetap dinyatakan homoskedastisitas, berarti model regresinya 

baik. Uji heteroskedastisitas ini akan menggunakan metode Breusch-Pagan-

Godfrey dengan dasar pengambilan keputusan yang dapat dilihat dari P-value 

Obs * R-Square. Ketika hasil uji menyatakan nilai 0,05 maka dapat diartikan 

bahwa model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas, namun jika Obs-R-

Square lebih kecil dari P-value maka dapat disimpulkan model regresi ini 

terjadi heteroskedastisitas. Berikut merupakan hasil uji heteroskedastisitas 

dengan metode Breusch Pagan-Godfrey :  

Tabel 4.4 Uji Heteroskedastisitas 

F-Statistic Obs* R-

Square 

Scaled 

Explained SS 

Prob. F 

(4,55) 

Prob. Chi-

Square (4) 

Prob. Chi-

square (4) 

2,504 9,244 7,682 0,052 0,055 0,103 

Berdasarkan tabel Heteroskedastisitas di atas, diperoleh nilai P-value 

Obs*Squared sebesar 0,055 nilai ini lebih besar dari nilai signifikan, maka tidak 
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terdapat masalah pada heteroskedastisitas, hal ini dikarenakan pada nilai P 

Obs* R-Squared = 0,055 > 0,05. Bukti ini menunjukkan bahwa tidak terjadi 

masalah heteroskedastisitas. 

4.2.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam persamaan 

model regresi linier terdapat korelasi antara periode sekarang (t) dengan periode 

sebelumnya (t-1). Model regresi ini dapat dikatakan baik jika tidak terjadi 

autokorelasi. Pada penelitian ini untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi, 

maka peneliti menggunakan uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM 

dengan menggunakan aplikasi bantuan dari Eviews 10. Dengan digunakannya 

metode ini dalam penelitian maka jika Prob. Chi-Square lebih tinggi dari nilai 

signifikan (5%) maka data tersebut bebas dari autokorelasi. 

Tabel 4.5 Uji Autokorelasi 

F-Statistic Obs* R-Square Prob. F Prob. Chi-Square 

1,340 2,889 0,270 0,235 

 

Berdasarkan dari tabel di atas, maka kita dapat menyimpulkan jika Prob. Chi-

Square pada penelitian ini adalah sebesar 0,235 atau lebih dari nilai signifikansi 

yaitu 5% atau (0,05), maka dari itu pada penelitian ini tidak terdapat masalah 

dengan autokorelasi. 

4.3 Analisis Regresi Multilinear 

Analisi regresi multilinear ini digunakan untuk mencari tahu pengaruh dari variabel 

bebas (Surat Himbauan, SP2DK, Pemeriksaan, dan Penagihan) terhadap variabel 
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terikat (Penerimaan Pajak). Berikut adalah hasil uji regresi berganda dengan 

menggunakan bantuan aplikasi EViews 10 : 

Tabel 4.6 Analisis Regresi Multilinear 

R-Square Adj. R-Square 

0,328 0,279 

 

Berdasarkan dari hasil analisis tabel di atas ini, menunjukkan bahwa koefisien 

determinasi (Adj.R2) adalah 0,328673 atau 32,28%. Hal ini memberikan gambaran 

bahwa variabel bebas. 

4.3.1 Uji – t 

Analisis uji-t ini digunakan untuk menguji setiap variabel bebas terhadap 

variabel terikatnya. Dalam pengujian penelitian ini menggunakan uji analisis uji-t, 

nilai Prob. T-statistik akan dibandingkan dengan nilai signifikan, dalam penelitian 

ini nilai signifikan yang digunakan adalah 0,05 atau 5%. Artinya H0 akan diterima 

jika P-value lebih besar dari taraf signifikansi (α) atau 5%. Dengan kata lain, Ketika 

P-value lebih besar daripada signifikansinya maka tidak ada pengaruh yang 

signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Variabel arah akan 

ditentukan oleh koefisien jika nilainya positif, maka arahnya pun juga akan positif, 

begitu pula sebaliknya. 

Tabel 4.7 Uji - t 

Variable Coefficient Std. Error t–Statistic Prob. 

Surat Himbauan 

(X1) 

-76.344.023 19.104.805.727 -2,065 0,043 
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SP2DK (X2) 54.209.631 36.964.284 2,906 0,005 

Pemeriksaan 

(X3) 

-1.901.164.500 18.652.329 -2,993 0,004 

Penagihan (X4) 3.375.971.082 635.075.410 2,568 0,013 

 

Berdasarkan analisis tabel di atas yang dihitung menggunakan Eviews 10, maka 

kita dapat menyimpulkan bahwa: 

a. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa surat himbauan memiliki 

probabilitas pada t-statistik sebesar 0,043 angka ini lebih kecil daripada 

nilai signifikansinya yaitu 0,05. Maka surat himbauan (X1) = P-value < 

α. Artinya H0 ditolak dan Ha diterima, maka dari itu surat himbauan 

berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP 

Tasikmalaya. 

b. Pada tabel di atas terlihat bahwa SP2DK memiliki probabilitas pada t-

statistik sebesar 0,005 nilai jauh lebih kecil daripada nilai 

signifikansinya yaitu 0,05. SP2DK (X2) = P-value < α. Artinya H0 

ditolak dan Ha diterima, maka dari itu dapat disimpulkan jika SP2DK 

berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP 

Tasikmalaya. 

c. Pada tabel di atas terlihat bahwa pemeriksaan pajak memiliki 

probabilitas pada t-statistik sebesar 0,004 nilai ini jauh lebih kecil 

dibandingkan nilai signifikansinya yaitu 0,05. Pemeriksaan (X3) = P-

value < α. Artinya H0 ditolak dan Ha diterima. Maka dapat disimpulkan 
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bahwasanya pemeriksaan berpengaruh positif signifikan terhadap 

penerimaan pajak di KPP Tasikmalaya. 

d. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa penagihan memiliki probabilitas 

pada t-statistik sebesar 0,013 nilai ini lebih kecil dibandingkan nilai 

signifikansinya yaitu 0,05. Penagihan (X4) = P-value < α. Artinya H0 

ditolak dan Ha diterima. Maka dapat kita simpulkan jika penagihan 

berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP 

Tasikmalaya. 

4.3.2 Analisis Determinan (R2) 

Uji analisis determinasi adalah pengujian untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. 

Tabel 4.8 Analisis Determinan (R2) 

R-Square 0,328 

Adjusted R-Square 0,279 

 

Berdasarkan dari tabel di atas, nilai R-Square (R2) adalah sebesar 0,328 atau +/- 

32,86%. Nilai angka ini membuktikan bahwa variasi seluruh variabel 

independen (surat himbauan, SP2DK, pemeriksaan, dan penagihan) dapat 

memengaruhi variabel dependen (penerimaan pajak) sebesar 0,328 atau +/-. 

4.4 Pengujian Hipotesis 

Pada bagian ini akan peneliti akan menjelaskan perbandingan hasil penelitian 

beserta hipotesis dan definisi terkait hasil penelitian sebelumnya. Dari hasil 

pengujian, peneliti merangkum analisis tersebut di dalam tabel di bawah ini : 
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Tabel 4.9 Hipotesis 

Hipotesis Variabel 

Independen 

Koefisien Regresi Prob.  Informasi 

H1 Surat Himbauan -76.344.023 0,043 Ditolak  

H2 SP2DK 54.209.631 0,005 Diterima 

H3 Pemeriksaan -1.901.164.500 0,004 Ditolak 

H4 Penagihan 3.375.971.082 0,013 Diterima 

 

Pengujian Hipotesis H1 : Pengaruh Surat Himbauan terhadap 

penerimaan pajak 

Hasil dari pengujian surat himbauan terhadap penerimaan pajak di KPP 

Tasikmalaya, menunjukkan bahwa surat himbauan memiliki nilai 

probabilitas t-Statistik sebesar 0,043 atau lebih kecil daripada nilai 

signifikansinya tetapi dengan nilai koefisien regresi -76.344.023 artinya 

surat himbauan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP 

Tasikmalaya berdasarkan regresi berganda. Oleh karena itu faktor yang 

menjadi penyebab surat himbauan tidak berpengaruh pada penerimaan 

pajak di KPP Pratama Tasikmalaya adalah: 

a. Kurangnya kesadaran dari Wajib Pajak itu sendiri 

b. Minimnya jumlah AR di KPP Pratama Tasikmalaya dengan potensi 

penerimaan yang besar. 

Menurut teori atribusi, surat himbauan merupakan pintu pembuka untuk 

mendobrak peningkatan penerimaan pajak dengan tujuan memberikan 

stimulus kepada Wajib Pajak di Kota Tasikmalaya agar mau untuk 
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memenuhi kewajiban perpajakkannya. Dalam teori ini dan juga yang telah 

sesuai dengan (PER-170/PJ/2007), dengan diterbitkannya surat himbauan 

memiliki tujuan, yaitu untuk meminta klarifikasi kepada Wajib Pajak atas 

adanya dugaan belum terpenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang perpajakan yang berlaku. 

Pengujian Hipotesis H2 : Pengaruh SP2DK terhadap penerimaan pajak 

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor (SE-39/PJ/2015), 

Surat Permintaan Penjelasan atas Data atau Keterangan (SP2DK) bertujuan 

untuk memberikan pembinaan, penelitian dan pengawasan kepada Wajib 

Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakkannya. Ketika Wajib Pajak 

menerima SP2DK, maka wajib pajak diharuskan untuk melakukan 

kunjungan atau visit untuk memberikan klarifikasi atau respond dengan 

tenggat waktu selama 14 hari dari tanggal yang tercantum pada surat. Selain 

itu berdasarkan dari hasil penelitian ini, ditemukan bahwa SP2DK 

berpengaruh terhadap penerimaan penerimaan pajak di KPP Tasikmalaya, 

dikarenakan wajib pajak dipaksa untuk melakukan klarifikasi atau respond 

ke kantor. Dengan dilakukan sistem seperti ini wajib pajak di Tasikmalaya 

menjadi lebih terpicu dalam memenuhi kewajiban perpajakkannya. 

Hasil ini diperkuat pada tabel analisis regresi berganda, bahwasanya 

SP2DK atau X2 ini memiliki nilai probabilitas t-statistik sebesar 0,0053 

atau lebih kecil dari pada nilai signifikansinya dengan nilai koefisien regresi 

sebesar 54.209.631, maka dari itu SP2DK berpengaruh positif signifikan 
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terhadap penerimaan pajak di KPP Tasikmalaya berdasarkan analisis 

regresi berganda. 

Pengujian Hipotesis H3 : Pengaruh Pemeriksaan terhadap penerimaan 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

(199/PMK.03/2007), seluruh serangkaian kegiatan pemeriksaan bertujuan 

untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan yang 

mencakup satu, beberapa, atau semua jenis pajak, baik untuk satu atau 

beberapa masa pajak,bagian dari tahun pajak, atau pajak di masa lalu, baik 

itu di masa lalu atau tahun berjalan. Selain itu berdasarkan dari hasil 

penelitian ini, diketahui bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh 

terhadap penerimaaan pajak di KPP Tasikmalaya.  

Hasil ini diperkuat dengan ditunjukkan pada tabel regresi berganda di 

atas, pemeriksaan pajak atau X3 memiliki nilai koefisien regresi sebesar -

1.901.164.500 berarti pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap 

penerimaan pajak di KPP Tasikmalaya berdasarkan regresi berganda dan 

juga hal ini diperkuat dari hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Arifin 

& Syafii (2019) di KPP Pratama Medan yaitu, pemeriksaan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. 

Pengujian Hipotesis H4 : Pengaruh Penagihan terhadap penerimaan 

pajak 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/(2008), 

penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak 
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dapat melunasi kewajiban perpajakkannya dengan melunasi utang pajak 

dan biaya-biaya penagihan pajak, dapat berupa teguran, peringatan, 

penagihan secara seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, 

melaksanakan penyitaan dan penyanderaan, dan untuk barang yang telah 

disita akan dijual atau dilelang. Penanggung pajak yang dimaksud ini adalah 

orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas kewajiban Wajib 

Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang 

berlaku. 

Pada tabel regresi berganda di atas, pemeriksaan pajak atau X4 memiliki 

nilai probabilitas t-statistik sebesar 0,013 atau lebih rendah dari 

signifikansinya dengan nilai koefisien regresi sebesar 3.375.971.082 berarti 

pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan 

pajak di KPP Tasikmalaya berdasarkan regresi berganda, dan juga hasil ini 

diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad & Sunarto 

(2018) dengan hasil yang sama yaitu penagihan pajak berpengaruh positif 

signifikan terhadap penerimaan pajak dan terdukung secara statistik. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh surat himbauan, 

SP2DK, pemeriksaan, dan penagihan di KPP Pratama Tasikmalaya. 

Berdasarkan analisis yang telah disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan dari hasil analisis data menunjukkan bahwa surat himbauan 

tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama 

Tasikmalaya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Elita (2016) di KPP Pratama Serang pada tahun 2014 dan 

Parmono (2016) di KPP Pratama Manado. Dalam penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa surat himbauan tidak berpengaruh terhadap 

penerimaan pajak. 

2. Berdasarkan dari hasil analisis data menunjukkan bahwa SP2DK 

berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama 

Tasikmalaya.Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya 

yang telah dilakukan oleh Muzaki dan Garis (2020) di KPP Pratama Ciamis 

pada tahun 2019. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa SP2DK 

berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. 

3. Berdasarkan dari hasil analisis data menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak 

tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama 

Tasikmalaya. Hal ini tentu sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang 
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dilakukan oleh Muhammad & Sunarto (2018) di KPP Pratama Bima pada 

tahun 2018 dan Arifin & Syafii (2019) di KPP Pratama Medan. Dalam 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak 

berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. 

4. Berdasarkan dari hasil analisis data menunjukkan bahwa penagihan pajak 

berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama 

Tasikmalaya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Mohammad dan Saerang (2018) di KPP Pratama Manado 

pada tahun 2017. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa penagihan 

pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. 

5.2 Implikasi Peneltian 

1. Bagi KPP Pratama Tasikmalaya 

 Dengan penelitian pengaruh surat himbauan, SP2DK, pemeriksaan, dan 

penagihan terhadap penerimaan pajak, dapat mengetahui bahwa 

serangkaian kegiatan tersebut mampu untuk meningkatkan penerimaan 

pajak di Tasikmalaya, sehingga ke depannya diharapkan dari penelitian ini 

dapat menjadi acuan agar dalam meningkatkan penerimaan pajak menjadi 

efektif. 

2. Bagi Akademis 

 Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu 

pengetahuan terkait dengan surat himbauan, SP2DK, pemeriksaan pajak, 

dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Dalam penelitian ini 

menyajikan informasi mengenai referensi literatur serta referensi dan 
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pedoman untuk penelitian ke depannya karena masih banyak faktor lain 

yang dapat memengaruhi penerimaan pajak. 

5.3  Keterbatasan Penelitian 

Pada penelitian ini penulis menyadari adanya keterbatasan pada penelitian 

ini, dan diharapkan dapat diperbaiki untuk penelitian selanjutnya : 

1. Penelitian ini dilakukan dengan mendapatkan data sekunder di KPP 

Pratama Tasikmalaya di mana peneliti tidak dapat mendapatkan data 

jika belum mendaftar ke website Kanwil DJP.  

2. Ada batas waktu untuk melakukan penelitian ini dari Kanwil DJP, dan 

hasil penelitian yang telah dilakukan, harus diberikan kembali sebagai 

masukan untuk DJP Pajak 

5.4 Saran Penulis 

Dari penelitian dan analisis yang telah dilakukan, berikut ini beberapa saran 

penulis untuk penelitian selanjutnya, dan diharapkan dapat memberikan 

masukan untuk penelitian yang lebih baik : 

1. Diharapkan untuk para peneliti selanjutnya, agar mendaftar terlebih 

dahulu website resmi Kanwil DJP di www.pajak.go.id sebelum 

meminta data terkait. 

2. Diharapkan untuk para peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian 

sesuai dengan target yang telah diberikan oleh Kanwil DJP. 

 

 

http://www.pajak.go.id/
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LAMPIRAN 1 

Data Surat Himbauan, SP2DK, Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak di  

KPP Prtama Tasikmalaya 

2016 Surat 

Himbauan 

SP2DK Pemeriksaan 

Pajak 

Penagihan 

Pajak 

Penerimaan Pajak 

Januari 35 88 18 8 Rp 68,756,765,214.97  

Februari 32 85 19 9 Rp 59,788,491,491.28  

Maret 34 97 20 6 Rp 109,113,996,971.59  

April 38 88 21 7 Rp 59,788,491,491.28  

Mei 36 75 23 5 Rp 45,588,724,762.10  

Juni 34 74 28 5 Rp 28,683,903,591.03  

Juli 50 84 28 7 Rp 30,641,601,889.28  

Agustus 44 88 23 6 Rp 44,467,690,546.64  

September 47 105 25 12 Rp 41,104,587,900.26  

Oktober 56 107 27 11 Rp 49,699,183,552.13  

November 90 101 16 8 Rp 74,735,614,364.10  

Desember 160 95 15 9 Rp 134,987,091,866.35  

2017      
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Januari 202 232 20 9 Rp 63,197,951,915.68  

Februari 191 241 21 13 Rp 54,954,740,796.24  

Maret 236 250 21 9 Rp 100,292,401,953.14  

April 280 225 23 7 Rp 54,954,740,796.24  

Mei 335 215 25 6 Rp 41,902,989,857.13  

Juni 338 180 34 4 Rp 27,173,356,498.83  

Juli 360 235 22 7 Rp 28,164,304,658.07  

Agustus 295 272 34 9 Rp 40,872,588,467.20  

September 320 264 26 11 Rp 37,781,384,297.42  

Oktober 291 336 24 15 Rp 45,681,128,286.87  

November 225 575 22 13 Rp 68,693,425,995.30  

Desember 203 506 22 15 Rp 123,265,246,430.88  

2018      

Januari 305 554 18 8 Rp 69,584,298,650.13  

Februari 303 569 21 9 Rp 60,508,085,782.72  

Maret 150 488 23 6 Rp 110,427,256,553.46  

April 265 560 23 7 Rp 60,508,085,782.72  
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Mei 330 601 32 5 Rp 46,137,415,409.32  

Juni 328 531 34 6 Rp 28,908,776,807.10  

Juli 345 473 35 8 Rp 31,010,393,963.64  

Agustus 312 487 36 8 Rp 45,002,888,800.90  

September 315 561 31 6 Rp 41,599,308,975.62  

 

Oktober 200 546 40 9 Rp 50,297,346,306.89  

November 150 569 38 7 Rp 75,635,107,228.40  

Desember 92 608 28 13 Rp 136,732,108,023.10  

2019      

Januari 125 534 20 6 Rp 76,231,955,419.82  

Februari 108 566 23 4 Rp 66,288,656,886.80  

Maret 85 576 24 4 Rp 120,976,798,818.41  

April 119 583 20 4 Rp 66,288,656,886.80  

Mei 131 539 21 6 Rp 50,545,100,876.19  

Juni 149 553 22 5 Rp 30,715,205,277.13  

Juli 153 511 26 6 Rp 33,972,936,654.49  
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Agustus 146 507 32 6 Rp 49,302,188,559.56  

September 102 557 37 7 Rp 45,573,451,609.68  

Oktober 114 510 33 6 Rp 55,102,446,037.15  

November 105 561 24 9 Rp 82,860,821,108.50  

Desember 89 615 21 11 Rp 150,749,992,950.49  

2020      

Januari 108 501 18 6 Rp 68,004,428,146.15  

Februari 103 538 20 6 Rp 59,134,285,344.48  

Maret 75 486 21 5 Rp 107,920,070,753.68  

April 98 525 21 5 Rp 59,134,285,344.48  

Mei 105 480 22 8 Rp 45,089,892,575.17  

Juni 109 582 24 7 Rp 28,479,464,170.15  

Juli 99 473 26 7 Rp 30,306,321,239.05  

Agustus 89 496 19 6 Rp 43,981,124,724.96  

September 95 483 22 5 Rp 40,654,821,174.33  

Oktober 85 580 26 4 Rp 49,155,374,692.60  

November 95 551 24 4 Rp 73,917,856,680.60 
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Desember 91 555 18 6 Rp 133,400,641,960.36  

 

LAMPIRAN 2 

Hasil Analisis Deskriptif  

 

LAMPIRAN 3 

Hasil Uji Normalitas 

 

Lampiran 4 
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Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Lampiran 5 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Lampiran 6 

Hasil Uji Autokorelasi 
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Lampiran 7 

Hasil Analisis Uji-t 

 

Lampiran 9 

R-Square 
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Lampiran 10 

Surat Izin Penelitian ke Kantor Pajak Pratama Tasikmalaya 

 

Lampiran 11 

Surat Izin Penelitian dari Kantor Pajak Pratama Tasikmalaya 
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